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ABSTRAK

PENGELOLAAN PULAU KECIL BERBASIS PARIWISATA: KASUS
DI PULAU PAHAWANG, KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI
LAMPUNG

Oleh

PUTRI WAHYUNI

Pulau kecil diartikan sebagai pulau yang luasnya 2.000 km? terlepas dari induk
pulau, dan memiliki satu kesatuan ekosistem di dalamnya. Daratan kecil yang
berada ditengah laut ini tergolong rentan akan berbagai hal, baik yang disebabkan
oleh manusia atau diakibatkan oleh keadaan alam. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengidentifikasi dan menganalisis terkait pola pemanfaatan lahan, potensi
wisata, peran stakeholder wisata, dan mengkaji implementasi kebijakan
pengelolaan wisata di Pulau Pahawang. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan observasi, wawancara dengan stakeholder dan wisatawan, dan studi
literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan,
analisis GIS, analisis 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Ancillary Service),
analisis stakeholder, dan analisis implementasi kebijakan. Hasil yang diperoleh
adalah pola pemanfaatan lahan yang ada meliputi agroforestri, mangrove, tambak,
pemukiman dan hutan yang dilindungi oleh masyarakat. Potensi wisata yang
teridentifikasi ada tujuh destinasi, yaitu wisata pantai, wisata mangrove, wisata
bawah laut (snorkeling), wisata minat khusus lutung, wisata sepeda (keliling
pulau), wisata pendakian, dan wisata religi. Stakeholder yang ada meliputi
masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat/tokoh adat, badan usaha milik
desa (bumdes), kelompok sadar wisata (pokdarwis), DPRD Pesawaran, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pesawaran, Dinas Pariwisata
Pesawaran, dan travel agent. Pada implementasinya kebijakan yang ada belum
berjalan dengan baik, hal ini diusulkan untuk mengembangkan alternatif
kebijakan perihal pengelolaan pulau kecil berbasis pariwisata.

Kata kunci: Pulau kecil, Sumber Daya Alam, pariwisata, Community Based
Tourism (CBT), agroforestri, mangrove, hutan yang dilindungi oleh
masyararakat lokal, stakeholder, kebijakan.



ABSTRACT

SMALL ISLAND MANAGEMENT BASED ON TOURISM: THE CASE
IN PAHAWANG ISLAND, PESAWARAN REGENCY, LAMPUNG
PROVINCE

By

PUTRI WAHYUNI

A small island is defined as an island with an area of 2,000 km2 apart from the
main island and has a unified ecosystem in it. This small land in the middle of the
sea is classified as vulnerable to various things, whether caused by humans or
caused by natural conditions. The purpose of this research is to identify and
analyze related land-use patterns, tourism potential, and the role of tourism
stakeholders, and to examine the implementation of tourism management policies
on Pahawang Island. Data was collected using observation, interviews with
stakeholders and tourists, and literature studies. The data that has been collected is
then analyzed using GIS analysis, 4A analysis (Attractions, Accessibility,
Amenity, and Ancillary Service), stakeholder analysis, and analysis of policy
implementation. The results obtained are the existing land use patterns including
agroforestry, mangroves, ponds, settlements, and forests that are protected by the
community. There are seven tourism potentials identified, namely beach tourism,
mangrove tourism, underwater tourism (snorkeling), special interest tours for
langurs, bicycle tours (around the island), climbing tours, and religious tourism.
The existing stakeholders include the community, village government, community
leaders/customary leaders, village-owned enterprises (bumdes), tourism
awareness groups (pokdarwis), Pesawaran DPRD, Pesawaran Regional
Development Planning Agency (Bappeda), Pesawaran Tourism Office, and travel
agents. In the implementation of existing policies, it has not been going well, it is
proposed to develop alternative policies regarding tourism-based small island
management.

Keywords: Small islands, natural resources, tourism, Community Based Tourism
(CBT), agroforestry, mangroves, forests protected by local
communities, stakeholders, policy.
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau-pulau kecil merupakan pulau yang memiliki ukuran kecil, terpisah dari
induk pulau, dan memiliki kesatuan ekosistem di dalamnya. Sutedi et al (2017);
Syarif et al. (2014) mengatakan bahwa pulau-pulau kecil memiliki potensi yang
dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Lasabuda (2013) berpendapat
bahwa potensi yang dapat dimanfaatkan meliputi potensi wilayah, sumber daya
hayati, sumber daya mineral dan energi, potensi industri dan jasa maritim, potensi
transportasi laut dan jasa lingkungan, dan potens kultural. Pada penelitian Mira
(2017) mengatakan bahwa pulau kecil juga memiliki potensi perikanan dan
pariwisata yang dapat menjadi prospektif dan subsektor yang berpotensi dan
memiliki keunggulan. Selain memiliki potensi dan keunggulan, pariwisata
menjadi sumber daya yang sangat berpotens dalam menambah perekonomian.
Teelucksingh et al. (2013) mengatakan bahwa wilayah ini juga memiliki
kerentanan akan perubahan dari beberapa faktor. Segaan dengan penelitian
Zulrizkan et al. (2019) bahwa pulau kecil rentan terhadap dampak perubahan.

Kerentanan akan perubahan di wilayah pulau kecil disebabkan oleh beberapa
faktor yang meliputi faktor lingkungan, ekonomi dan sosial (Akbar, 2017). Faktor
lingkungan dapat bersumber dari perubahan iklim (Barnett and Waters, 2016;
Kastanya, 2016; Kelman, 2018; Walshe, 2018). Selain itu, hal tersebut akan
berdampak pada ekonomi dan sosiad masyarakat. Sejalan dengan penelitian
(Pelling dan Uitto, 2001; Cherian, 2007) bahwa wilayah ini memang memiliki
resiko yang tinggi akan dampak dari perubahan lingkungan. Romadhon (2014)
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berpendapat, perubahan lingkungan yang terjadi dapat dilihat bahwa ancaman

kerusakan terbesar terjadi pada ekosistem pulau.

Penyebab kerusakan ekosistem pulau meliputi pembukaan wilayah pulau dan aih
fungs lahan (Oprasmani et al., 2020; Cahyadi et al., 2018), pencemaran
lingkungan (Jumali et al., 2017), aih fungsi mangrove menjadi tambak (Hartati
dan Harudu, 2016; Martuti, 2013; Lumbessy et al., 2015), adanya pariwisata
(Widiana dan Wikantiyoso, 2018), aktivitas manusia dari luar (wisatawan) yang
datang tanpa adanya batasan masuk ke wilayah tersebut sehingga menjadi salah
satu faktor kerusakan (Febrianti et al., 2018). Selain itu PPK menjadi salah satu
wilayah yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri (Koroy et al., 2017).
Pengelolaan pariwisata yang diduga tidak baik akan membuat kerusakan/krisis
ekosistem di sebuah pulau semakin terancam. Rendahnya pengetahuan pelaku
wisata terhadap ekosistem dalam melakukan kegiatan wisata berdampak terhadap
lingkungan (Khrisnamurti et al., 2017; Muflih et al., 2015).

Dampak lingkungan akibat pariwisata yang dirasakan yaitu pembuangan sampah
sembarangan (Laksono dan Mussadun, 2014), sehingga menyebabkan penurunan
kualitas perairan laut (Laapo et al., 2009), rusaknya terumbu karang serta terjadi
penurunan luas tutupan karang (Jubaedah dan Anas, 2019). Dampak lain juga
terjadi seperti tepi pantai yang rusak, hilangnya peruntukan lahan pantai
tradisional (Priyanto, 2016), terganggunya vegetasi pantai yang dibuka untuk
kebutuhan wisata (Kurniawan et al., 2017), sehingga terjadi perubahan
penggunaan lahan (Nurjanah, 2012). Akibatnya berdampak pada pola
pemanfaatan lahan pulau kecil yang mengalami perubahan pada tiap tahunnya.
Untuk mencegah hal tersebut sebenarnya tidak lepas dari implementasi kebijakan
yang diterapkan di pulau kecil agar pengelolaan pulau berjalan dengan baik
(Qodriyatun, 2019).

Aturan kebijakan yang digunakan meliputi Undang Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, serta
perubahannya yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015
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tentang Pelaksanaan Koordinas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan
Daerah Provins Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provins Lampung, Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesawaran, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten
Pesawaran. Menurut Y urista (2020), peraturan terkait pengelolaa wilayah pesisir
dan pulau kecil merupakan hal penting dalam penataan dan pemanfaatan fungsi

kawasan.

Pola pemanfaatan wilayah sangat diperlukan dalam menyusun pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau kecil. Kegiatan yang menunjang pada pengelolaan ini
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap
interaksi manusia dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Y urista dan Wicaksono, 2017). Hal ini
termasuk dalam kategori penataan ruang yang mana terdapat pada UU Nomor 26
tahun 2007, UU Nomor 27 tahun 2007 dan PP Nomor 10 tahun 2000 yang
menyebutkan penataan ruang merupakan suatu Sistem proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pigawati, 2012).

Perubahan yang terjadi di wilayah pulau akan sangat mempengaruhi pola tata
ruang wilayah yang telah ditetapkan, seperti pemanfaatan ruang yang ideal dan
daerah-daerah mana sgja yang potensial untuk mendukung daerah tersebut baik
dari segi penempatan kawasan industri, pemanfaatan ruang terbuka hijau dan lain
sebagainya yang dapat diakses oleh semua masyarakat, agar masyarakat
mengetahui pemanfaatan daerahnya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan
(Adi et al., 2019), khususnya pada daerah pulau kecil. Mardani et al. (2018)
berpendapat bahwa pulau kecil memiliki potensi yang beragam dan produktif
untuk dikembangkan. Sejalan dengan Zaini et al. (2020) yang mengatakan pulau
kecil sangat berpotensi menjadi daerah pariwisata, sehingga dapat bergerak
sebagal penjua jasalingkungan yang aktif.
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Wati et al. (2019) mengatakan pulau kecil memang menjadi salah satu industri

pariwisata yang memiliki banyak potensi, diantaranya wisata kapal, wisata alam
dan ekowisata, wisata pantai dan snorkeling, serta wisata bawah laut. Nurhasanah
et al. (2017) mengatakan bahwa pulau kecil dapat berkembang menjadi
pembangunan pariwisata berkelanjutan.  Menurut Persada et al. (2018)
keberlanjutan memiliki proses kontinu dalam mengawass dampak serta
implementasi kebijakan terhadap aktivitas pariwisata yang menjadi asas pada
keberlanjutan pariwisata. Salah satu pulau kecil yang memiliki potens pariwisata
adal ah Pulau Pahawang.

Pulau Pahawang tergolong pulau yang memiliki ukuran kecil (Prakoso et al.,
2015). Segaan dengan penelitian (Wahyuni et al. 2020; Afifah et al. 2021;
Alfatikha et al. 2020; Anggara et al. 2020) bahwa pulau ini tergolong pulau kecil
dengan sumber daya alam yang terbatas. Susanthiasih dan Rudliani (2017)
berpendapat bahwa Pulau Pahawang menjadi sektor wisata dengan berbagai objek
dan kegiatan wisata yang mendukung. Akan tetapi pariwisata yang ada belum
optimal.

Untuk mendukung pariwisata yang optimal, Budianto et al. (2013) mengatakan

bahwa pada saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu

diperhatikan. Peran dan keterlibatan masyarakat, serta pemangku kepentingan

(stakeholder) juga sangat dibutuhkan. Nurdin (2010) berkata bahwa hal tersebut

menjadi komponen penting dalam menjaga dan mengelola potensi pulau agar

kelestarian dan keberlanjutan tetap terjaga. Untuk membangun pengelolaan pulau

kecil berbasis pariwisata dapat berjalan dengan semestinya, sehingga rumusan

masal ah yang dapat diambil pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pemanfaatan lahan di Pulau Pahawang?

2. Apasgapotens wisata yang adadi Pulau Pahawang?

3. Siapa sga stakeholder dan perannya yang berkaitan dengan wisata di Pulau
Pahawang?

4. Bagaimanaimplementas kebijakan pengelolaan wisatadi Pulau Pahawang?



B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikass dan menganalisis pola pemanfaatan lahan di Pulau
Pahawang.

2. Mengidentifikass dan menganalisis potensi wisata yang ada di Pulau
Pahawang.

3. Mengidentifikas dan menganalisis peran stakeholder yang berkaitan dengan
wisatadi Pulau Pahawang.

4. Mengkaji implementas kebijakan pengelolaan wisata di Pulau Pahawang.

C. Kerangka Pemikiran

Potensi sumber daya alam di pulau kecil dapat dikatakan terbatas akan tetapi
memiliki keanekaragaman di dalamnya. Pulau kecil memiliki perspektif positif
dan negatif terhadap sumber daya yang ada. Perspektif positif yang ada adalah
keanekaragaman sumber daya alam di pulau kecil dapat memberikan lapangan
pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pulau.  Perspektif
negatif bahwa pulau kecil rentan terhadap keadaan alam atau kegiatan
antropogenik, sehingga kebijakan dan implementasinya diharapkan dapat
membantu dalam pengel olaan pulau kecil .

Kebijakan yang ada apabila implementasinya berjalan dengan baik maka dapat
tercermin dari masyarakat yang sadar akan mangjemen pengelolaan pulau yang
baik. Managemen pengelolaan pulau kecil dapat dimulai dari memberikan edukasi
pada masyarakat dengan bantuan pemerintah setempat hingga stakeholder terkait,
karena hal ini diperlukan untuk dapat menjaga keberlanjutan pulau kecil dalam
menghadapi kerentanan yang ada. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang
dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka pemikiran.




1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Pulau Pahawang adalah salah satu destinasi wisata yang banyak diminati, dan
pulau ini berada di daerah Lampung (Al-Khoiriah et al., 2017). Lebih tepatnya
berlokasi di Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia
(Febryano et al., 2014). Secara administratif desa, Pulau Pahawang dibagi
menjadi beberapa enam dusun yaitu Suak Buah, Penggetahan, Jeralangan,
Kalangan, Cukuh Nyai, dan Pahawang (Gambar 2).

o
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Gambar 2. Petaadministrasi Pulau Pahawang.
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Keragaman budaya lokal juga menghiasi pulau kecil yang mana berasal dari Suku

Lampung, Sunda dan sebagian kecil lainnya berasal dari Lampung Pesisir, Bugis,
Padang dan Jawa atau masyarakat pendatang lainnya (Jainah dan Marpaung,
2017). Jika dilihat dari letaknya secara geografis berdekatan dengan Teluk
Punduh Pidada dengan garis 5°41°53” — 5°39°02” LS dan 105°11°44” -
105°14’59” BT (Hakim et al., 2018). Pulau ini memiliki ukuran 1.084 ha, dan
terbagi menjadi dua yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil (Jainah dan
Marpaung, 2017). Lokasi pulau yang terletak di Teluk Lampung memiliki daerah
yang cukup beragam dan produktif, mulai dari terumbu karang, padang lamun

(seagrass), perikanan dan hutan mangrove (Mardani et al., 2018).

Karakteristik tutupan lahan juga diungkapkan oleh (Afifah et al., 2020) bahwa
pulau ini terdiri dari hutan mangrove, pemukiman, agroforestri, hutan marga dan
tambak. Selainitu pulau ini memiliki potensi bahari yang tinggi (Nurhasanah dan
Persada, 2019), serta berpotensi sebagai tempat budidaya rumput laut yang
didukung area yang cukup luas dengan ombak yang tidak terlalu besar (Dede et
al., 2014). Perikanan di pulau ini juga dikatakan melimpah karena indikator yang
terlihat bahwa terumbu karangnya masih dalam keadaan baik (Yuliana dan
Rahmasari, 2021). Pulau ini juga memiliki potensi satwa berupa lutung kelabu
(Sefitri et al., 2020). Keberadaan hutan mangrove juga berperan penting di
wilayah ini, terutama untuk jalur hijau atau (green belt existing) dan keberadaan
dari hutan mangrove dapat menambahkan keanekaragaman hayati (biodiversity)
(Mustika et al., 2017). Ekosistem lamun merupakan salah satu habitat yang
mendukung kehidupan biota aquatik, yaitu epifauna karena dapat memberi
perlindungan dari predator dan juga aktivitas alam seperti arus dan gelombang
yang tinggi (Prakoso et al., 2015) yang didukung dengan iklim hujan di Provinsi
Lampung memiliki curah hujan diantara 2.264 mm hingga 2.868 mm dengan hari
hujan 90-176 hari per tahunnya (Jaenah dan Marpaung, 2017).

Menurut Nurhasanah et al. (2017) bahwa Pulau Pahawang dikena dengan wisata
yang pada saat ini sedang dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan
dengan konsep perencanaan wisata yang lebih edukatif. Sama halnya dengan
penelitian Davinsy et al. (2015) mengatakan bahwa pengelolaan dan strategi
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pengembangan pulau kecil perlu diperhatikan dan dikembangkan lebih lanjut,

untuk mencapa keberlanjutan. Mardani et al. (2018) berpendapat bahwa pulau
ini dapat berkembang karena dilihat dari destinasi wisata yang dikunjungi berupa
wisata pantai, wisata mangrove maupun wisata snorkeling. Wati et al. (2019)
mengatakan bahwa untuk dapat menyebrangi pulau ini sangat diperlukan fasilitas
berupa kapal sebagal akses yang lebih mudah. Fasilitas lain menurut Ma’ariq
Badrutamam et al. (2020) pulau ini juga sudah memiliki energi listrik yang
dipasang di bawah laut sebagai aat penerang masyarakat. Pada penelitian
Susanthiasih dan Rusliani (2017) wisata di pulau ini juga sudah didukung fasilitas
pendukung lain yang telah disiapkan masyarakat seperti sarana air bersih, kamar
mandi, mushola, makanan, serta homestay.

Yulianti et al. (2013) destinas wisata yang berada di Pulau Pahawang pada saat
ini banyak dikunjungi untuk melakukan kegiatan wisata pantai, wisata mangrove
maupun wisata snorkeling. Penelitian Nurhasanah et al. (2017) mengatakan
bahwa kondisi terumbu karang yang terdapat di laut Kabupaten Pesawaran hanya
22,22% (371,79 ha) yang berkondisi baik, 44,44 % (743,5856 ha) berkondisi
cukup baik, dan 33,34% (557,69 ha) memiliki kondisi yang sudah rusak. Hal
tersebut didukung oleh Mardani et al. (2018) bahwa kunjungan wisatawan ke
pulau ini yang terus-menerus bertambah dapat menyebabkan rusaknya sumber

daya Pulau Pahawang.

Pulau Pahawang menurut Iswandaru et al. (2020) dikatakan pulau kecil yang
masuk kategori rentan, hal tersebut diakibatkan karena meningkatnya aktivitas
pariwisata dan terkait dengan konversi fungsi hutan mangrove menjadi fasilitas
pendukung pariwisata. Sejalan dengan Penelitian Anggara et al. (2020) bahwa
lahan pulau tersebut mengalami konversi pada tigp bagian tutupan lahannya
menjadi sarana prasarana wisata yang sangat dikhawatirkan menambah
kerentanan pulau. Kesumayuda et al. (2020) berpendapat bahwa memang pulaini
menjadi salah satu potensi besar yang berpengaruh terhadap wisata. Selain itu
Afifah et al. (2021) juga mengatakan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan
agroforestri pada tiap tahunnya dengan berbagai aspek kepentingan di dalamnya.
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Padahal dalam hal tersebut Alfatikha et al. (2020) berpendapat bahwa lahan

agroforestri dimanfaatkan sebagal ketahanan pangan untuk penduduk setempat
sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu untuk dapat
mencegah kerusakan lebih lanjut akibat wisata, disampaikan oleh Apriliawan et
al. (2020) bahwa program ekowisata dan adanya kesediaan membayar menjadi
sdah satu program wisata yang baik. Kusnadi dan Sandra (2020) juga
mengatakan bahwa pulau ini perlu pengembangan wisata yang mengarah kearah
wisata konservasi atau wisata yang bergerak dalam pelestarian alam dan
pendidikan berupa ekowisata. Mardiana et al (2019) untuk membantu
pengelolaan wisata yang baik perlu adanya pokdarwis (kelompok sadar wisata)
untuk mengatur program wisata.

B. Kebijakan

Pengertian menururt Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang
pemerintahan, organisasi, dan lainnya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick
(1963) mendefiniskan  bahwa  kebijakan  merupakan  serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan  usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga
menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud
dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena
bagaimanapun kebijakan harus memperlihatkan apa yang sesungguhnya
dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu
masal ah.

Menurut pemahaman ahli Pasolong (2008) mengemukakan bahwa kebijakan
merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip
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tertentu. Segjalan dengan hal tersebut Winarno (2002) mengemukakan bahwa

istilah “kebijakan” atau *“policy” secara umum digunakan untuk menunjuk
perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
Fauzi dan Rostyaningsih (2018) mengatakan bahwa secara umum kebijakan atau
policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya
seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan
masalah yang sedang dihadapi. Dalam artian bahwa kebijakan adalah prinsip atau
cara bertindak dalam mengambil keputusan yang mana mengarah pada tujuan-
tujuan tertentu. Sejalan dengan Suharto (2008) bahwa kebijakan juga dapat
dinyatakan sebagal ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan
cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai

tujuan tertentu.

Menurut Wahab (2002) di dalam bukunya, untuk memahami istilah kebijakan,

diberikan beberapa pedoman, melipuiti:

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b. Kebijakan sebenarnyatidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun
implisit

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan
yang bersifat intra organisasi

i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-
lembaga pemerintah

j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pada kebijakan sosia diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial
dalam pengertian spesifik, yakni menyangkut bidang kesgahteraan sosial.
Beberapa hali kebijakan yaitu Magill, Marshal, Rein, Huttman, Spicker, dan Hill
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mengartikan kebijakan sosial erat kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan

sosial.
Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan public (public policy).
Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah,
meliputi kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, militer, serta fasilitas-
fasilitas umum lainnya. Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan public
yang diarahkan pada tujuan-tujuan sosial.
Kebijakan sosia adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan
yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui
penyediaan pelayanan sosia atau bantuan keuangan.
Kebijakan sosial merupakan perencanaan untuk mengatasi biaya sosial,
peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.
Kebijakan sosia adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-
rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan
(welfare), baik dalam arti luas yang menyangkut kualitas hidup manusia,
maupun dalam arti sempit yang merujuk pada beberapa jenis pemberian
pelayanan kol ektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat.
Kebijakan sosiad merupakan studi mengenai peran negara dalam kaitannya

dengan kesgahteraan warganya.

Kata sosial didefiniskan oleh para ahli di atas, merujuk pada manfaat atau
bantuan kesgahteraan sosial (social welfare benefits). Manfaat dan bantuan
kesglahteraan sosial yang tercakup dalam pengertian ini adalah perlindungan
sosia (social protection) bagi kelompok rentan dan tidak beruntung, jaminan
sosial (social security) baik yang berbentuk bantuan sosial (social assistance)
maupun asuransi sosia (social insurance), program pemeliharaan penghasilan,
pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, perawatan kesehatan mental, pendidikan
dan pelatihan, perawatan dan perlindungan anak, dan pelayanan rekreasi atau

wisata.

Produk dari kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau

perencanaan sosial. Dalam hal ini kebijakan sosid mencakup perumusan
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kebijakan atau penyusunan kebijakan, segala bentuk aturan, perundang undangan

atau proposal program yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan
berbagal kegiatan atau proyek. Dalam hal ini peraturan atau perundang undangan
adalah sebuah kebijakan, namun tidak semua kebijakan adalah peraturan atau
perundang undangan. Prasetyo (2012) mengatakan bahwa dalam penyusunan
kebijakan yang berkarakter dilakukan proses menganalisis pembentukan,
substans dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu dengan indikator
keterlibatan seluruh stakeholder yang relevan.

Substansi kebijakan pada hakekatnya adalah keputusan atas sgumlah atau
serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapal tujuan, sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu “isu”
(masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri (Tachjan, 2008). Dari pemahaman-
pemahaman yang ada kebijakan tidak lain adalah sebuah tujuan yang
diimplementasikan (Herdiana, 2018).

Implementasi kebijaksanaan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin
jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan (Wahab, 2002). Berdasarkan
definis implementass merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapa tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan
kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji
terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan dapat diterima
masyarakat dan tidak merugikan salah satu pihak. Kebijakan memiliki proses
yang dikelompokan menjadi tiga fungss meliputi perumusan kebijakan publik,
implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi (hasil) kebijakan publik.
Ketiga fungs tersebut merupakan fungsi pokok (dasar) administrasi publik
(Tachjan, 2006). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa
kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengagja dilakukan atau
tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di

dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai
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aternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Salah satu yang

ada yaitu kebijakan yang mengatur pengel olaan sumber daya alam.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam mencakup aspek penguasaan dan
pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor-
sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara,
pertambangan minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Penguasaan dan
pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan
(ekonomi) seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Pada konsep
pembangunan dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan pemanfaatan sumber
daya alam (Rosana, 2018). Pemanfaatan sumber daya alam biasanya memiliki
klaim terhadap kepemilikan baik pihak pemerintah, masyarakat, maupun
stakeholder (Lahandu et al., 2007). Sgatinya, permasalahan tersebut telah
diupayakan solusinya dengan keluarnya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan
perundang-undangan mengenal pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya
alam (Nurlinda, 2017). Pengelolaan sumber daya melihat aktor dan relas
kekuasaan dalam menjalankan sistem pengelolaannya (Febryano, 2015). Selain
itu pada program pengelolaan sumber daya masyarakat juga diberi akses dalam
hal ini (Febryano et al., 2017). Ketika masyarakat melakukan tindakan kolektif
terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat membuahkan hasil, akan tetapi
kelembagaan lokal juga perlu diperhatikan (Febryano et al., 2014). Pada
pengelolaan masyarakat merupakan garda terdepan dalam pelestarian sumber
daya (Alfandi et al., 2019). Kagjian kelembagaan pada pengelolaan sumber daya
juga diperlukan dalam pengelolaan sumber daya (Elva et al., 2017; Buli et al.,
2018; Aminah et al., 2017; Larasati et al., 2021; Apriandana et al., 2021).
Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh
pemerintah sangat membutuhkan peran kelembagaan loka untuk mencapai
keberhasilan (Wulandari et al., 2018). Salah satu sumber daya alam yang penting
dan dilindungi di wilayah pulau kecil dengan kebijakan yaitu pariwisata.
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Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan kebijakan tersendiri dalam

pengembangan pariwisata di pulau kecil, yaitu melaui Peraturan Menteri

Kebudayaan dan Pariwisasta Nomor: KM.67/UM.00L/MKP/2004 tentang

Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau Pulau Kecil. Kebijakan

tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kondisi daya dukung pulau kecil yang

terbatas.  Seperti disebutkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (yang sudah diperbaharui

dengan UU Nomor 1 Tahun 2014) bahwa pulau kecil itu memiliki karakteristik,

meliputi:

a. Terpisah dari pulau besar

b. Sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan manusia

c. Memiliki keterbatasan daya dukung pulau

d. Apabilaberpenghuni penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang
khas

e. Memiliki ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar
pulau, baik induk maupun kontinen

Implementasi  kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administras

publik atau sebaga proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi

dan manajemen di dalam suatu unit administratif dalam rangka merealisasikan

kebijakan publik yang telah ditetapkan.

C. Stakeholder

Sakeholder didefinisikan sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan
pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan (Freemen et al., 2020). Pengertian
lain juga menyebutkan bahwa stakeholder adalah individu, kelompok organisasi
baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau
dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan
(Pramono dan Kinasih, 2019). Pengertian lain mengatakan bahwa selain individu
yang dianggap sebagai stakeholder, kelompok maupun institusi yang memiliki
pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan baik itu berdampak
negatif maupun positif bagi sebagian pihak termasuk bagian dari stakeholder.



16
Proses andlisis setigp stakeholder diperlukan untuk mengetahui setiap peran

masing-masing semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh suatu kebijakan, keputusan maupun tindakan dari suatu program yang
dilaksanakan (Pangaribuan dan Munandar, 2021).

Secara umum stakeholder dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu stakeholder
internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah public yang berada
didalam ruang lingkup perusahaan/organisasi. Stakeholder internal relative
mudah untuk dikendalikan dan pekerjaan untuk komunikasi intern bias diserahkan
kepada bagian lain seperti bagian kepegawaian, atau dirangkap langsung oleh
eksekutif puncak, yang mana unsur-unsur stakeholder internal terdiri dari:

a. Pemegang saham; pemilik perusahaan yang mempunyai kekuasaan sangat
besar.

b. Mangjer dan Top Executive; manger berada dibawah kendali pemilik, hanya
dengan kapasitas yang memadailah seorang mangjer dapat tampil secara
otonom dalam mengel olah perusahaan.

c. Karyawan; orang-orang yang di dlam perusahaan yang tidak memegang
jabatan structural.

d. Keluarga karyawan.

Sakeholder eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap
perusahaan, dan berada diluar perusahaan, misalnya:
1. Konsumen
Raja yang mempunyai hak untuk memilih barangnya sendiri konsumen
sangat diperebutkan oleh banyak produsen.
2. Pemerintah
Penentu kebijakan, sedikit sekali produsen yang bias membujuk pemerintah
untuk mengeluarkan peraturn yang menguntungkan baginya.
3. Penyalur
Orang yang menyalurkan barang-barang yang dikehendaki konsumen.
4. Pers
Media yang mana sangat berpengaruh pada masyarakat.
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5. Komunitas

Masyarakat yang tinggal, hidup, dan berusaha di sekitar lokasi suatu
perusahaan/yang memegang peran penting.

Istilah dari pemangku kepentingan atau stakeholder olen Demir et al. (2015)
adalah langkah dari kegiatan yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk
memetakan dan kemudian mengelola sumber daya yang berpotensi, yang mana
memiliki pengaruh terhadap kemajuan dari usaha yang akan dikelola. Oleh
karena itu, analisis pemangku kepentingan menjadi sebuah proses yang jelas
dalam kelompok yang memiliki kaitannya denga pengelolaan sumber daya. Maka
dari itu menyarankan bahwa terdapat tiga langkah untuk analisis pemangku
kepentingan, yaitu:

1. Mengidentifikas stakeholder

2. Memprioritaskan stakeholder

3. Memahami stakeholder kunci

Langkah pertama merupakan langkah yang sangat penting dalam mangemen
proyek. Identifikas stakeholder merupakan kunci dalam mengetahui informasi
yang rinci mengenai tujuan dari pemangku kepentingan. untuk memprioritaskan
pemangku kepentingan adalah ditujukan agar dalam pengelolaan sumber daya
dapat dilakukan dengan baik dan bertujuan akan berhasil. Memahami stakeholder
kunci adalah upaya dalam pengambilan keputusan akan dilakukan dengan baik,
kemudian bertanggung jawab, serta pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang
berlaku. Berikut merupakan salah satu model dalam menetukan klasifikasi
stakeholder, yaitu:

power/interest

power/influence

influence/impact

power/urgency
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Menurut Latupapua (2015) mengatakan bahwa stakeholders dibagi menjadi tiga

kelompok, meliputi:

a. Sakeholders primer
Sakeholder primer merupakan stakeholder yang terkena dampak secara
langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta
mempunyai  kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.
Sakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagal
stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan
kegiatan.

b. Stakeholders kunci
Sakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal
pengambilan keputusan. Dalam hal ini stakeholders kunci adalah stakeholders
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.

c. Sakeholders sekunder atau pendukung
Sakeholders pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki
kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang
besar terhadap proses pengembangan. Dalam hal ini menjadi fasilitator dalam
proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan. Stakeholders pendukung meliputi para investor atau pihak swasta,
LSM, dan pendliti.

Menurut Nugroho et al. (2011) pada pelaksanaan pengembangan stakeholder
diklasifikasikan menjadi tiga yang meliputi stakeholder berdasarkan kepentingan,
berdasarkan tipologi, dan berdasarkan peran stakeholder. Reed et al. (2009)
mengatakan bahwa tahap yang dilakukan untuk menganalisis stakeholder,
meliputi:
a Subyek (Subjects).
Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh
yang rendah.
b. Pemain Kunci (Key Players).
Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
c. Pengikut Lain (Crowd).
Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
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d. Pendukung (Contest setters).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki
pengaruh yang tinggi.

Untuk penentuan analisis stakeholder oleh Jepsen dan Eskerod (2009) bahwa
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan perlu berinteraksi dengan
masyarakat sekitar sumber daya. Berikut merupakan langkah-langkah kegiatan
yang dilakukan dalam analisis stakeholder meliputi:
1. Identifikasi pemangku kepentingan
2. Karakteristik stakeholder, yaitu:

a. Kontribusi yang dibutuhkan

b. Harapan keberhasilan dari kontribusi yang dilakukan

c. Kekuatan dari kekuasaan yang berkaitan dengan kegiatan.
3. Keputusan tentang strategi mana yang digunakan untuk mempengaruhi

masing-masing pemangku kepentingan.

Peran stakeholder memang memiliki beberapa perbedaan yang mana perbedaan
tersebut tidak jauh dari tujuan yang dibuat dari penciptaan stakeholder. Hal
tersebut dapat dilihat dari masing-masing anggota stakeholder, yang mana
menurut Mahfud et al (2015) terdapat lima kategori stakeholder berdasarkan
perannya, meliputi:
a. Policy creator
Policy creator adalah stakeholder yang berperan sebaga penentu kebijakan dan
pengambil keputusan.
b. Koordinator
Koordinator diartikan sebaga stakeholder yang berperan mengkoordinasikan
stakeholder lain yang terlibat.
C. Fadilitator Fasilitator
stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan
kelompok sasaran.
d. Implementer
Implementer merupakan stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya

termasuk kelompok sasaran dari pengembangan kawasan.
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e. Aksderator Aksderator

Akselerator Akselerator merupakan stakeholder yanglberperan mempercepat
atau memberikan kontribusi agar program minapolitan dapat berjalan sesuai
sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

D. Pulau Kecil

Pulau Pulau Kecil (PPK) dapat didefiniskan dengan luasan yang kecil dan
memiliki keterbatasan sumber daya. Definisi Pulau Pulau Kecil menurut Undang
Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil, bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km? (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Secara
nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun
2000 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67 tahun 2002, pulau
kecil adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km?, dengan
jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Polyakov (2012)
mengatakan bahwa pulau memiliki kategori ukuran mulai dari pulau besar, pulau
kecil, dan sangat kecil. Onat et al. (2018) masyarakat pulau sangat bergantung
terhadap aset sebagai peluang sosial untuk hidupnya. Tahir et al. (2009) akan
tetapi wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan.
Mwelusepo et al. (2016) mulai dari perubahan penggunaan lahan atau tutupan
lahan yang serta merta mengganggu ekosistem pulau. Michalena et al. (2017)
kerusakan terjadi biasanya terdapat dari faktor alam seperti perubahan iklim

maupun manusia, yang mana mengganggu karakteristik pulau kecil.

Definisi yang paling banyak tersedia tentang pulau cenderung kepada ukuran
pulau, mulai dari pulau yang hanya beberapa meter persegi sampai jutaan
kilometer persegi. Berdasarkan ukurannya, pulau dapat dibedakan menjadi pulau
besar, pulau kecil dan pulau sangat kecil (Polyakov et al., 2012). Ada beberapa
batasan yang digunakan dalam mendefinisikan pulau kecil. Pulau Pulau Kecil
Terluar selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-
titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangka kepulauan
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sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Sebagai Kawasan Strategis

Nasional Tertentu (KSNT) selain memiliki potensi sumber daya dam dan jasa
lingkungan yang tinggi, juga mempunya peran serta strategis dalam menjaga
kedaulatan Negara K esatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, menurut peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2008 tentang pemanfaatan
pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disebutkan bahwa pulau dengan luas
areanya < 2.000 km? kegiatan yang sesuai mencakup konservasi sumber daya
alam, budi daya laut, pariwisata bahari, usaha penangkapan ikan berkelanjutan,
pendidikan dan penelitian, dan sebagainya. Huong et al. (2018) menyatakan
bahwa strategi pengelolaan pulau kecil harus dapat mengaitkan seluruh kegiatan
dan pemangku kepentingan yang ada di pulau kecil dengan sistem yang
terkoordinasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem terkoordinasi yang dapat
diidentifikasi di pulau kecil paling tidak terdapat lima proses, yaitu proses alam,
proses sosial, proses ekonomi, proses perubahan iklim, dan proses pertemuan
antara daratan dan laut yang masing-masing merupakan komponen dalam sistem
pulau kecil yang tidak bisa dipisahkan antara sistem lingkungan daratan, sistem
lingkungan laut, dan sistem aktivitas. Menurut Hidayah et al. (2016) jika
pengelolaan pembangunan pada kawasan pesisir tidak terencana dengan baik,
maka dapat mengakibatkan dampak yang besar. Prediks penggunaan lahan di
masa yang akan datang sangat membantu dalam perencanaan untuk pengelolaan
lingkungan di perkotaan maupun pesisir (Kumar et al., 2015).

Pulau kecil memiliki karakteristik seperti secara ekologis terpisah dari pulau
induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari
habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis
endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu
mempengaruhi  hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area)
relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke
laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau kecil bersifat

khas dibandingkan dengan pulau induknya.
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Adanya catchment area dan potensi sumber daya air di pulau kecil biasanya

ditentukan oleh letak wilayah, morfologi, iklim, jenis tutupan lahan dan posisi
geografi dan tatanan iklim regional (Hehanussa dan Hartanto 2005), singkatnya
tidak dapat terlepas dari kondisi hidrogeologi pulau (Suriadarma dan Delinom
2005). Falkland (1993) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi sumber air tawar, baik air tanah dan air permukaan adalah:

1. Fisiografi,

Iklim dan hidrologi,

Geologi dan hidrogeologi,

Tanah dan vegetasi, dan

o ~ w DN

Pengaruh manusia, termasuk abstraksi (pompa atau penyedotan air) dan polus

dari berbagai sumber.

Low idands dan low-lying areas of high islands juga merupakan faktor penting

yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut (Falkland, 1993). Beberapa pulau

kecil memiliki ciri-ciri sistem hidrogeologi yang khas (Delinom dan Lubis 2007),

yang meliputi:

1. Air tanah seluruhnya berasal dari air hujan dengan siklus antara resapan air ke
dalam tanah dan pemanfaatannya relatif pendek.

2. Air tanah di pulau kecil kebanyakan berupa lensa yang mengapung di atas air
payau atau air asin.

3. Terjadinya larian permukaan (run off) pada waktu hujan kecil, namun air yang
meresap ke dalam tanah sebagian besar berdifus dengan air laut di bawah.

Pulau kecil yang baik memiliki kualitas air yang baik di sekitar ekosistem

mangrove (Schaduw, 2018).

Pulau kecil selain memiliki sifat khas juga memiliki macam-macam potensi baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya, yang dapat memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan pulau (Pigawati, 2005). Secara umum, sumber daya alam
di kawasan pulau kecil terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih (renewable
resources), sumber daya yang tidak dapat pulih (non renewable resources), dan
jasajasa lingkungan pesisir dan lautan (environmental service). Jasajasa

lingkungan pesisir dan lautan adalah pariwisata, sumber daya tidak dapat pulih
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meliputi minyak bumi dan gas, biji besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta

bahan tambang lainnya. Segjalan dengan Mira (2017) bahwa selain itu wilayah ini
juga memiliki potensi perikanan dan potensi pariwisata. Lasabuda (2013)
mengatakan sumber daya dapat pulih, terdiri berbagai ikan, plankton, benthos,
molusca, mamalia laut, rumput laut (seaweeds), lamun (seagrass), terumbu

karang, krustasea, dan mangrove.

Sumber daya dapat pulih seperti mangrove, menurut Wilson (2017) bahwa
perubahan mangrove yang terjadi sangat berakibat terhadap beberapa habitat yang
berada di pulau kecil. Suyadi dan Manullang (2020) mengatakan bahwa
kerusakan mangrove salah satunya adalah sampah plastik. Utami et al. (2017)
berpendapat mangrove di pulau kecil regenerasi keberlanjutannya sangat
dibutunkan untuk mempertahankan pulau dari kerentanannya.  Ekosistem
mangrove adalah ekosistem yang multi fungsi yang menyediakan sumber daya
dan unik dibandingkan dengan formasi hutan lain (Hanum et al., 2019; Masithah
et al., 2016). Pohon mangrove tumbuh pada perairan payau yang akarnya muncul
sebagian dan membentuk filter yang efektif untuk melemahkan gelombang air laut
dan tempat tinggal biota laut yang ada disana, selain itu akar mangrove dapat
menjebak sampah yang terbawa ombak laut yang mana itu memudahkan
pembersihan pantai (Martin et al., 2019). Hutan mangrove juga bermanfaat untuk
mengurangi karbon dioksida (CO2) di atmosfer (Pham et al., 2019) dan sgjumlah
besar karbon tersebut diakumulasi dan disimpan untuk waktu yang lama (Bindu et
al., 2017).

E. Pariwisata di Pulau Kecil

Pariwisata adalah fenomena yang sangat kompleks dan dapat dipahami
sepenuhnya hanya dengan mengadopsi pendekatan multidisiplin. Pariwisata juga
dapat dikatakan sebagai kekuatan dan institus sosia yang berdampak pada
kehidupan masyarakat dan banyak yang terkait dengan industri secara langsung
atau tidak langsung. Sejalan dengan itu, pariwisata juga menyebabkan beberapa
perubahan dan transformasi pada berbagai subjek (seperti interaksi lintas budaya,
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aksesibilitas, kontribusi terhadap lingkungan, dan lainnya). Jika dilihat dari

definisinya pariwisata adalah sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang
lain (Godovykh dan Tasci, 2020).

Pariwisata menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2010 adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata,
dengan demikian pariwisata melipuiti:

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman
rekreasi, kawasan peninggalan sgarah, museum, pagelaran seni budaya, tata
kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung
berapi, danau, dan pantai.

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro
perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvens, perjalanan insentif dan
pameran, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata). Usaha sarana

pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Salah satu potensi yang kini banyak dikembangkan dan digali banyak negara
adalah pariwisata. Pada saat ini kecenderungan pasar pariwisata internasiona
untuk berwisata mengalami peningkatan pada kawasan yang masih aami
(Qodriyatun, 2019). Kegiatan pariwisata di sebuah pulau memberikan bentuk
wisata yang berbeda dengan wisata di daerah daratan pada umumnya, hal ini
disebabkan kondisi geografis kepulauan memiliki ciri yang khas (Razak dan
Suprihardjo, 2013). Ciri khas tersebut tergolong dalam potensi yang mana dapat
diambil keindahan dan keaslian lingkungannya sebagai wisata seperti diving,
snorkeling, surfing, fishing, dan lainnya (Koroy et al., 2017). Hal-hal tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan pariwisata sebagai peningkatan
ekonomi masyarakat pulau (Spalding et al., 2017). Dari segi ekonomi bahwa
kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah
yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan

devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung (Hutasoit, 2017).



25
Pariwisata dibagi menjadi beberapa lima aspek, yaitu:

a. Aspek lokas industri pariwisata

b. Aspek sifat khusus dari pariwisata

c. Aspek penawaran pariwisata

d. Aspek permintaan industri pariwisata
e. Aspek pasar industri pariwisata

Kegiatan pariwisata juga tidak luput dari keuntungan dan kerugian. Hal tersebut
ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat keuntungan dan kerugiannya yang ditimbulkan oleh
pariwisata, yaitu:
1. Keuntungan pariwisata dipengaruhi oleh:

a. Membuka kesempatan kerja

b. Menambah pemasukan atau pendapatan masyarakat daerah

c. Menambah devisa negara

d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan adli

e. Menunjang gerak pembangunan daerah.

2. Kerugian pariwisata meliputi:
a. Pariwisata dapat merusak lingkungan
b. Pencurian benda-benda kuno atau bersgjarah
c. Berubahnya tujuan kesenian atau upacara tradisional
d. Merosotnya mutu barang kergjinan
e. Timbulnyaindustri seks (Tanjung, 2011).

Menurut Karyono (1997) perjalanan yang dilakukan wisatawan dapat

dibedakan berdasarkan sifat perjalanannya, yaitu:

a. Foreign Tourist (Wisatawan Mancanegara)
Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu
negara lain yang bukan merupakan negara di mana bisa tinggal. Wisatawan

asing disebut juga wisatawan mancanegara.
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b. Domestic Foreign Tourist

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negara karena tugas,
dan melakukan perjalanan wisatawan di wilayah negara di mana ia tinggal.
Misalnya, staf kedutaan Australia yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak
pulang ke Australia, tetapi melakukan kegiatan wisata dia Indonesia (tempat ia
bertugas).

c. Domestic Tourist (Wisatawan Nusantara)
Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam
batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya.
Misalnya, warga negara Indonesia yang mel akukan perjalanan ke Bali.

d. Indigenous Foreign Tourist
Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya
berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan
wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Indonesia yang
bertugas sebagal konsultan di perusahaan asing di Australia, ketika liburan ia
kembali ke Indonesia dan melakukan perjalanan wisata. Jenis wisata ini
merupakan kebalikan dari Domestic Foreign Tourist.

e. Transit Tourist
Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang
terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya
sendiri.

f. Business Tourist
Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi
perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan yang utama telah selesai.
Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu
bisnis selesai dilakukan.

Objek daya tarik wisata dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman sumber daya alam.
Selain itu, juga dapat dilihat budaya masyarakat dan wisata buatan manusia yang
dapat dijadikan tujuan sebagai kunjungan oleh wisatawan. Jenis-jenis objek daya
tarik wisata dibedakan menjadi tiga oleh Peraturan Pemerintah Republik
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Indonesa Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, yaitu:

1. Objek dayatarik wisata yang berkaitan dengan wisata alam

2. Objek dayatarik wisata yang berkaitan dengan budaya masyaraka local
3. Objek dayatarik wisata yang berkaitan dengan buatan manusia

Tercapainya keberhasilan objek daya tarik wisata biasanya dapat diukur

menggunakan 4A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancilliary service.

a. Atraks adalah kegiatan wisata yang disigpkan dengan baik, dapat dilihat, dan
dapat dinikmati oleh wisatawan.

b. Aksesibilitas adalah aat transportasi atau prasarana lain seperti jalan,
jembatan, dermaga, terminal, stasiun, bandara, dan lainnya yang dapat
digunakan pada saat kegiatan wisata.

c. Amenitas adalah fasilitas wisata yang mendukung seperti akomodas,
penginapan, tempat makan, air bersih, komunikasi, keamanan, dan lainnya
yang mendukung.

d. Ancillary service adalah layanan atau fasilitas tambahan pendukung kegiatan

wisata, seperti pusat informasi, organisasi wisata, dan lainnya.

Ketika wisatawan mengetahui bagaimana kondis dari objek daya tarik wisata
yang ada, dapat memungkinkan untuk ketertarikan wisatawan melakukan kegiatan
wisata. Biasanya kedatangan wisatawan juga dapat ditandai dengan keunikan dari
lokasi wisata. Secara umum dalam pengembangan minat khusus potensi objek
daya tarik wisata dapat berupa diantaranya yaitu:

a. Aspek alam yaitu flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hutan aam atau
taman nasional, dan kelautan. Atraks tersebut kemudian dikemas dalam
bentuk wisata, yang mana akan masuk kategori atraksi wisata.

b. Wisatawan akan terlihat fisik, mental, dan emosional terhadap objek wisata
yang didatangi. Objek daya tarik wisata budaya juga dapat menjadi daya tarik
wisatawan untuk datang. Objek wisata ini biasanya akan melihat atau
mempelgari budaya masyarakat lokal.

c. Objek wisata buatan, biasanya dapat berupa petualangan atau wisata sepeda.
Biasanya wisata tersebut menyangkut pada bentang alam atau landscape.



1. METODE

A. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan selama enam bulan, pada bulan oktober sampai dengan
februari 2022. Lokasi penelitian berada di Pulau Pahawang, Kecamatan Marga
Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Peta lokasi penelitian dapat
dilihat pada Gambar 3.

105*12°30°E 105130°E 105°13°30°E 105°140°E 105°14'30°E 105"15'0°E 105°15'30°E 105" 16'0°E

IIndonesia

Gambar 3. Petalokasi pendlitian.
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B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini disgjikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan

No Alat dan Bahan Kegunaan

1 Alat tulis dan buku tulis Untuk mencatat hasil pengamatan lapang

2. GPS (global positioning Untuk menitik pola pemanfaatan lahan di Pulau
system) Pahawang

3. Software ArcGIS Sebagai mediatranformasi marking point ke dalam

peta dasar

4. Kamera Digital Dokumentasi penelitian

5 Kuesioner (Panduan Pengambilan data wawancara
Wawancara)

6. Perekam Suara Merekam percakapan pada saat wawancara

C. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian mengenai strategi pengelolaan pulau
kecil di Pulau Pahawang meliputi:

1. Observas

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-
fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan
manipulasi apapun. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi sumber
daya yang ada di Pulau Pahawang guna melihat pola pemanfaatan |ahannya
(agroforestri, mangrove, pemukiman, tambak, dan hutan yang dilindungi
masyarakat) kemudian melihat potensi wisata yang ada, dan mengidentifikas
stakeholder terkait.

2. Wawancara

a.  Wawancara mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling kepada
informan kunci, meliputi stakeholder terkait seperti Pemerintah Desa, tokoh adat,
Bumdes, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Ketua DPRD
Pesawaran, Dinas Pariwisata, Pengelola Wisata atau POKDARWIS, dan travel
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agent. Wawancara ditujukan untuk melihat implementasi kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah terhadap Pulau Pahawang.

b. Wawancara Tertutup
Wawancara dilakukan menggunakan panduan kuesioner. Responden yang
diambil adalah wisatawan. Sampel responden wisatawan diambil secara

insidental sampling dengan batasan umur = 17 tahun.

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan
penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai
teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti
sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian (Danial dan Warsiah,
2009). Studi literatur ini mengacu pada penelitian terdahulu seperti jurnal, buku,
berita terkait Pulau Pahawang, data administratif desa, Undang Undang, dan
Peraturan Pemerintah terkait Pulau Kecil.

D. AnalissData

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. GIS(Geographic Information System).

a.  Sumber Data Data Spasia (primer).
Sumber data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah bersumber
dari aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografi yaitu ArcGIS 10.6, aplikasi
ini akan melihat pola tata ruang wilayah yang ada sesuai dengan peraturan
yang dibuat pemerintah seperti RZWP3K, dari hasil persebaran tersebut akan
dibuktikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan.

b. DataAtribut (sekunder).
Sumber data sekunder diperolen dari sumber lain seperti Peraturan
pemerintah, Bappeda, buku, jurnal ataupun artikel.

c. Pengolahan Data Spasial.
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Pada koordinat tertentu pada area citra dengan menggunakan polygon batas

administrasi. Melakukan klasifikasi penggunaan lahan melalui Google Earth,
seperti:

a) Agroforestri dan Hutan

b) Pemukiman dan Hutan Mangrove

c) Tambak

d. Meakukan object based image analysis
e. Meakukan object oriented classification
f.  Menggunakan citra sentinel 2
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g. Ground Check (Pemeriksaan Lapangan) untuk melihat kembali hasil

interpretasi objek.

h.  Pengolahan Data Atribut
Pengolahan data atribut dimaksudkan agar data yang sudah terkumpul
memberikan gambaran mengenai pola ruang yang ada di lapangan.
Pengolahan data atribut ini melalui survel lapangan berdasarkan titik ground
check yang telah dibuat, wawancara, observas terhadap kondisi di lapangan

dan dokumentasi.

2. Andisis4A

Anadisis (4A) merupakan anadisis terkait Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
dengan menggunakan empat komponen yang meliputi:

A1l (Attraction atau Atraksi):

Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan wisata apa sgja yang dapat disiapkan
dengan baik, dapat dilihat, dan dapat dinikmati oleh wisatawan.

A2 (Accessibility atau Aksesibilitas):

Mengidentifikasi dan menganalisis terkait aat transportasi atau prasarana lain
seperti jalan, jembatan, dermaga, terminal, stasiun, bandara, dan lainnya yang
dapat digunakan pada saat kegiatan wisata.

A3 (Amenity atau Amenitas):

Mengidentifikasi dan menganalisis fasilitas wisata yang mendukung seperti
akomodasi, penginapan, tempat makan, air bersih, komunikasi, keamanan, dan
lainnya yang mendukung.

A4 (Ancillary atau Fasilitas tambahan):

Mengidentifikasi dan menganalisis fasilitas tambahan pendukung kegiatan wisata,

seperti pusat informasi, organisas wisata, dan lainnya.

3. Anadisis Sakeholder
Analisis stakeholder yang digunakan adalah menggunakan matriks pengaruh dan
kepentingan (Reed et al., 2009) (Gambar 4).
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Gambar 4. Matriks pengaruh dan kepentingan analisis stakeholder.

Tahapan yang dilakukan pada analisis stakeholder yaitu melihat matriks langkah-

langkah pengaruh dan kepentingan yang diklasifikasikan menjadi empat, melipuiti:

a Subyek (Subjects).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh

yang rendah.

b. Pemain Kunci (Key Players).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

c. Pengikut Lain (Crowd).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.

d. Pendukung (Context setter).

Stakeholders dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki

pengaruh yang tinggi.

4. AndlisisImplementasi Kebijakan

Proses analisis kebijakan yang dilakukan (Gambar 5), merujuk pada kegiatan

yang mengeksplorasi isu-isu atau masalah sosia yang terjadi di Pulau Pahawang,

kemudian fokus terhadap masal ah dan analisis kebijakannya.
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Sumber: (Suharto, 2008)

Gambar 5. Proses analisis kebijakan sosial.



Tabel 2. Matrikulasi Pengumpulan dan Analisis Data

No Tujuan Variabel Yang Diamati Pengumpulan Data Analisis Data Responden
1 Mengidentifikasi pola pemanfaatan Pola pemanfaatan lahan: Studi literatur GI'S (Geographic -
lahan di Pulau Pahawang. - Agroforestri Observas Information System)
- Mangrove
- Hutan Marga
- Tambak
- Pemukiman
2. Mengidentifikasi potensi wisata yang | Objek Daya Tarik Wisata: Studi literatur Andisis4A: Wisatawan
ada di Pulau Pahawang. - Atraks Observasi (Attraction,
- Aksesibilitas Wawancara Accessibility, Amenity,
- Amenitas Ancillary)
- Fasilitas tambahan
3 Mengidentifikas stakeholder yang - Masyarakat Studi literatur Analisis stakehol der Masyarakat
berkaitan dengan wisata di Pulau - Pemerintah Desa Pulau Observas sederhana Pemerintah Desa Pulau
Pahawang. Pahawang Wawancara Pahawang

- KetuaDPRD Pesawaran

- Badan Perencanaan
Pembangunan Dagerah
(BAPPEDA)

- Dinas Pariwisata
(DISPAR), dan

- Pengelola Wisata atau
POKDARWIS

Ketua DPRD Pesawaran
Badan Perencanaan
Pembangunan Dagerah
(BAPPEDA)

Dinas Pariwisata
(DISPAR), dan
Pengelola Wisata atau

POKDARWIS




Tabel 2. (Lanjutan)

No Tujuan Variabel Yang Diamati Pengumpulan Data Analisis Data Responden
4. Mengkaji implementasi kebijakan Implementasi kebijakandari | - Studi literatur Analisis Masyarakat
pengelolaan wisata di Pulau Pahawang. | peraturan yang meliputi: - Wawancara Implementasi Pemerintah Desa Pulau
- UU No. 27 Tahun 2007 Kebijakan Pahawang

Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau Kecil

UU Republik Indonesia
No. 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

PERPRES No. 73 Tahun
2015 Tentang

Pel aksanaan K oordinasi
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

UU CiptaKerja
Peraturan Daerah
Provinsi Lampung No. 1
Tahun 2018 tentang
Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Provins Lampung

(Buku: Suharto,
2008)

Ketua DPRD Pesawaran
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

Dinas Pariwisata
(DISPAR), dan

Pengelola Wisata atau
POKDARWIS




Tabel 2. (Lanjutan)

No

Tujuan

Variabel Yang Diamati

Pengumpulan Data

Andisis Data

Responden

Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran
No. 6 Tahun 2019
tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten Pesawaran
Tahun 2019-2039
Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran
No. 9 Tahun 2016
tentang Rencana I nduk
Pengembangan
Pariwisata Kabupaten




V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pola pemanfaatan lahan yang ada di Pulau Pahawang diklasifikasikan menjadi
lima, yaitu agroforestri, hutan mangrove, tambak, pemukiman dan hutan yang
dilindungi oleh masyarakat. Luas lahan agroforestri mencapai 552,4 ha, luas
lahan mangrove mencapai 66,49 ha yang meliputi zona pemanfaatan, zona
penyangga, dan zona inti, kemudian untuk luas tambak mencapai 54,10 ha, luas
pemukiman masyarakat sebesar 66,49 ha, dan luas hutan yang dilindungi
masyarakat sebesar 6 ha dari yang teridentifikasi oleh digitasi peta sebesar 10,50

ha

Potensi wisata yang ada di Pulau Pahawang terdiri dari tujuh destinasi yang
meliputi wisata pantai, wisata mangrove, wisata bawah laut (snorkeling), wisata
minat khusus lutung, wisata sepeda (keliling pulau), wisata pendakian, dan wisata
religi. Masing-masing destinasi wisata memiliki daya tarik tersendiri, disamping
itu dapat menikmati keindahan landscape yang ada.

Sakeholder yang berkaitan dengan wisata di Pulau Pahawang digolongkan
menjadi dua yaitu stakeholder yang berasal dari pulau dan stakeholder yang
berasal dari luar pulau. Adapun stakeholder yang berasal dari pulau meliputi
masyarakat, tokoh masyarakat/tokoh adat, pemerintah desa, bumdes, dan
pokdarwis. Sakeholder dari luar pulau meliputi DPRD Pesawaran, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Pesawaran), Dinas Pariwisata
Pesawaran, dan travel agent.
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Implementasi kebijakan di Pulau Pahawang pada dasarnya perlu diperhatikan

kembali. Tata ruang wilayah di pulau ini sebenarnya tidak sesuai dengan
peraturan, dan pemerintah desa sadar akan hal tersebut. Kegiatan wisata yang ada
di lokasi ini sebenarnya belum ada peraturan desa yang disahkan oleh pemerintah
pusat, akan tetapi aturan tertulis dari desa tetap digunakan guna menjaankan
kegiatan wisata dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa masukan atau saran
yang diharapkan dapat membantu, yaitu terkait sumber daya manusia di pulau
kecil diharapkan dapat terus meningkat, dengan cara adanya pelatihan masyarakat
lokal mengenai wisata. Adanya pemanfaatan lahan yang ada di pulau kecil juga
harus sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah, selain itu pemanfaatan
sumber daya aam yang seimbang juga perlu dilakukan. Pemanfaatan sumber
daya dam yang seimbang meliputi mangrove, laut, dan agroforestri.
Implementasi  kebijakan  dari  pemerintah  perlu  diperhatikan  dan
diimplementasikan dengan baik. Contohnya seperti aturan dari status kepemilikan
lahan di Pulau Pahawang perlu diperhatikan khususnya kepemilikan dari individu
luar pulau yang perlu dibatasi.

Perlunya pembuatan aturan desa yang disahkan oleh pemerintah pusat mengenal
pariwisata di Pulau Pahawang. Masyarakat |okal sebagian besar diharuskan dapat
berpartisipasi di kawasan wisata. Pada kepemilikan industry wisata dari luar
seperti cottage/villa, diutamakan masyarakat lokal mendapat pekerjaan diwilayah
tersebut. Tempat ibadah diharapkan dapat diberikan fasilitas berupa mukena dan
sarung untuk solat. Toilet umum atau MCK harus sangat diperhatikan dalam
kebersihannya, agar tidak berbau dan nyaman digunakan. Rekomendasi warung
makan diharapkan ada pada setigp spot potens wisata, tujuannya adalah

wisatawan yang datang tidak kesulitan untuk mencari makanan.
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